
                                       

 

 

 
 

 
BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO 

                                   NOMOR : 900/51 TAHUN 2026 166 TAHUN 2022 

 TENTANG 

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang      :   a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, 
harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, 

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan 

manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan 
perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan 
Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan 

Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat 
dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,  dan huruf b, perlu memberikan Hibah 

Uang kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP 
FM Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa  Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas  dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
307); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
300); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7); 

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 
Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan 

Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 
Nomor 54); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : Memberikan Hibah Uang kepada Lembaga Penyiaran Publik 
Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 

2026 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan 
yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati. 
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KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 2 Januari 2026 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

ttd. 

 

 
ETIK SURYANI 

 

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan 
kepada Yth.: 

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di 
Sukoharjo; 

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di 

Sukoharjo; 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sukoharjo di Sukoharjo. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
 

RETNO WIDIYANTI B, SH 
Pembina  

NIP. 19790801 200501 2 010 
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